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BI'PATI TAI{A TORA"TA

PROVINSI SUI,AU'ESI SELI\TAN

PERATURAIT BI'PATI TANA TORAIA

NOMOR l, TAlrut 2016

TEI{TAITG

PERTBAHANI(TEMPATATASPERATURAITBT'PATITAI{ATORI"'ANoMOR43
TAIIIII|2oISTENTAI|GPEN.IABARAI{AIIGGARAIIPENDAPATAI{DAIiIBELI\I{JA

DATRATI TAIIT'N AI{GGARAIT 2016

DENGAIT RAIIMAT TUTIAI{ YAITG UAIIA ESA

BUPATI TANA !ORA''A'

Menimbang: a' bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Anggaran Z6tO tentan! Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2O15 tentang Anggaran Pendapatan darr Belartja Negara

Tahun Anggaran 2016, Pemerintah akan memberikan Hibah kepada

PemerintJ Daerah dalam bentuk Non Kas untuk digunakan

sebagai dasar penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) dalam rangka mengoptimalkan perbaikan kondisi

keuangan PDAM dan penyelesaian piutang Negara pada PDAM yang

bersumberdariPenerusanPinjamanLuarNegeri,RekeningDana
Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah;

b. bahwa dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi kebdakan umum anggaran yalrg telah ditetepkan
sebelumnya sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O16;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tana Tor4ja Nomor 43
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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tentang Keuangan Negara

Tahun 2003 Nomor 47'

donesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

Negara (Irmbaran t'legara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5'

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2004 tentang Pemeriksaan
5

Keuangan Negara (lembaran

2004 Nomor 66, Tambahan

Nomor 44OO);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun200+Nomorl04,TambahantcmbaranNegara
Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20O4 tentang Perimbangan

Xeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126'

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

200gNomorl30,TambahanlembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767), Sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Perubaha Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2016 ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016,
Tambahan Lembaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 5907);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DpRD (lrembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor g0,Tambahan
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47, Tambahan lrmbaran Negara

13. Peraturan Pemerintah Nomor

Keuangan Badan Layanan

Indonesia Tahun 2005 Nomor

RePublik lndonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor i4 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (lembaran *"*" Republik I"9:.i","i" Tahun 2005 Nomor

136, Tambah^,, r'*Uitt Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4s7s);

16. peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol0 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l5O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kine{a Instansi pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21' Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 201o tentang Tata cara
Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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201o Nomor 119, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5161);

22. Perafi,rraa-r Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar

Akuntansi e"*"rirt i-1t *u"r"Il Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tam;ahan lrmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tefiang Hibah Daerah

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor52T2);

24. peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman pengeroraan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terathir dengan peraturan Menteri Daram NegeriNomor 21 Tahun 2O1t tentang perubahm Kedua At". p;.;:;Menteri Dalam Negeri Nomo. iS 

"uhu, 
2006 tentang pedomanPengeloraan Keuangan Daerah (aerita ii;;r*"".::ff_*,1:ro*r.Tahun 2011 Nomor 310); :gara Republik Indonesia

26' peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 pedoman

i;?:l*"* Anggaran pendapatan Ja'' Beranja Daerah Tahun

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomorPembentukan p.oi* Hukum Daerah; 
80 Tahun 2015 tentang

28. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomorpedoman penerim
Pemerintah il;#;.frH".H" ",TKepada perusahaar
Hutang p"ru""rr"rj o.1"til Air Minum,Dalam Rangka penyeresaian

Non Kas (Berita nl ^t "'- 
Kepada Pemerintah Pusat secara

llol); egara Republik Indonesia T"h";;;; ffi;
29' 

Tana Toraja Nomor 2 Tahun 200glaan Keuangan Daerah [._uarJi
30. Peraturan Daerah I

tentang anggaran ne Nomor 9 Tahun 2015
2016 (Lembaran Dae lerah Tahun Anggaran

r);3l.:eTtyan Bupati Tarra Tora-ia Nomor 43Penjabaran ergs..", pendapatan dan B l1:"^ror: tentang
Anggaran 2016, sebagair.r.rr" t"t.r, ;r*J,Hr;.r?:I,.Hil

a Nomor 24 Tahun
Bupati Nomor 43

Belanja Daerah
upaten Tana Tora_ja
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Menetapkan

MEMIITUSKAIT:

:PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2015

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati

Tana Toraja Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tetang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016

Nomor 24 ); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asll Daerah

Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

b. Dana Perlmbangan
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

c. Laln-laln Pendapatan Daerah yang sah
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

.Iumlah Pendapatan

Semula
Bertambah/Berkurang
Jumlah

2. BelanJa:

a. BelanJa Tldak Langrung
1) Belanja pegawai

SemuIa
Bertambah/berkurang
Menjadi

2) Belanja bunga
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

Rp 76.974.890.000,00
0.00Ro

Rp. 76.974.890.000,00

Rp
Ro

895.508.873.840,00
32.404.136.000.00

Rp. 927.913.009.840,00

Rp. 105.848.008.s91,00
25.398.494.697 .82

Rp 13r.246.5O3.288,82

Rp. 1.1 10.735.908.431,O0
RD. 25.398.494.697 -82
Rp. 1. 136. 134.403.728,82

446.472.230.780,00
0.00

Rp. 446.472.23O.78O,00

Rp
Ro

Rp.
Ro.

11s.000.000,00
0.o0

Rp. 115.000.000,00
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3) Belanja Hibatt
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

4) Belanja bantuan sosial
SemuLa
Bertambah/Berkurang
Menjadi

5) Belanja bagi hasil
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

6) Belanja bantuan keuangan
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

7) Belanja tidak terduga
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

rlumlah BelanJa Tldak Langsung
Semula
Bertambah/Berkurang
Jumlah

b. BelanJa Langsung
1) Belanja pegawai

Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

2) Belanja barang dan jasa
SemuIa
Berkurang
Menjadi

3) Belanja modal
Semula
Bertambah
Menjadi

Jumlah BelanJa Langrung
Semula
Bertamba-l.
Jumlah

Rp 4.227.000.000,00
0.00RD

Rp. 4.227.000.000.00

Rp. 604.000.000,00
R 0.00
Rp. 604.000.000,00

Rp 1.007.500.000,00
0.00RD

Rp. 1.007.500.000,00

Rp
Rp
Rp. r29.354.128.092,OO

Rp.
Ro-

1.500.000.000,00
0.00

Rp. 1.500.000.000,00

Rp. 583.279.858.872,OO
Ro 0.00
Rp. 583.279.858.872,OO

Rp. 50.838.736.000,00
Ro 1.171.330. 000,00
Rp. 52.010.066.000,00

Rp.
Ro. 4.466.870 .744.OO

164.195.087.353,00

RP. 168.661.958.097,00

Rp. 332.327.264.229,OO
Ro 33.518 .l 35.671.00
Rp. 365.845.399.900,00

Rp. 5s2.999.288.326,OO
R 33.518. 1 35.671.o0

I29 .354 .r2A.O92,OO
0,00

Rp. 586.517.423.992,OO
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Juatrh E 6qlr
Semula
Bertambah
Jurrlah

Eurplur/lt cfitlt)

3. PcnbL5nea:
l) Penerimaan PembiaYaan

Semula
Bertambah
Menjadi

2| Pengeluaran PembiaYaan
Semula
Bertambah/Berkuralg
Menjadi

Jumlah PembiaYaan Netto
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

Rp. 1.136.279. 147.198'OO
5 6

Rp. 1.169.797 .282.869,@

{Rp.33.552.S 71r.7 Q,LAI

Rp s9.447.374.767,OO

R 1.1 13.999.67t.
Rp. 60.561.374.438'Oo

Rp. 1.500.000.000,00
Ro 5.3 .494.697.a2

Rp. 26.A98.494.697,82

Rp. 59.061.374.438'00
Re. (25.398.a94.697.82)

Rp. 33.662.879.74O,14

Bh lcbth gcableyua enS3.rrn Rp' O'oo

2. L^ampiran I dan tampiran II, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun

2O15 tentang Penjabaran Anggaran Pealdapatan dan Betanja Daerah Tahun

Anggaran 2O16 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

l,ampiran II Peraturan Bupa.ti ini dan merupakan bsSian yang tidak

terpisahkan.
PaEaI lI

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam B€rita Daerah Kabupa,ten Tana Toraja.

DitetaPkan di Makale

Pada tanggal'i f.v-t ! !al5
BI'PATI TAFATORA'^,

Diu di Makale

I rcvrhr efi.
DAERAII EABT'PATEIf TATA TORA.'A'

pada

XAROXA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA"IA TAHUN 2016 NOMORT'


